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BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RI.AU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR Ib TAHUN 2OT9

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BATU BERIAN KECAMATAN SERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI NATUNA,

bahwa untuk menjamin administrasi kewilayahan,

memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap

luas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis

dan aspek yuridis di Kecamatan Serasan, Serasan Timur

dan Subi dilaksanakan kegiatan Penghitungan dan

Penetapan Luas Batas Wilayah Tahun 241.6;

bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan

Penghitungan dan Penetapan Luas Batas Wilayah Tahun

2016 di Desa Batu Berian terdapat perbedaan Luas

Wilayah dengan yang ditetapkan pada Peraturan'Daerah

Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Batu

Berian Keearnatan Serasanl

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan

b.

c.



a

Mengingat :

2.

1.

Daerah Nomor 2 Tahun 2AA6 tentang Pembentukan

Desa Batu Berian Kecamatan Serasan.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun t999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor lO7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a880);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OA3 Nomor 777,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4237\;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 126, Tambahan L,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

3.

4.



5.
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}tt tentang

6.

7.

8.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 52341 sebagaimana teldh diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Afi
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2A79 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

9.
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Republik Indonesia Tahun 2OLg Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2AA6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2OOO tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 20ll Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016

tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Arc Nomor

1038);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol7

tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 155);

Peratuan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun

2006 tentang Pembentukan Desa Batu Berian

Kecamatan Serasan (Lembaran Daerah Kabupaten

Natuna Tahun 2006 Nomor 2);

10.

11.

t2.

13.

Dengan Persetqjuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA



Menetapkan :

MEMUTUSKAN. I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN

2AA6 TENTANG PEMBENTUKAN DESA BATU BERIAN

KECAMATAN SERASAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Natuna

Nomor 2 Tahun 6 tentang Pembentukan Desa Batu Berian

Kecamatan Serasan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna

Tahun 2A06 Nomor 2), diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 3

(1) Desa Batu Berian terbentuk dari Pemekaran Desa

Kampung Hilir Kecamatan Serasan atas prakarsa

masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa sesuai

dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(21 Luas wilayah Desa Batu Berian adalah + 912,038 Ha

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Laut China Selatan;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Laut China Selatan;

- Sebelah Barat berbatas dengan Laut China Selatan;

- Sebelah Timur berbatas dengan Laut China Selatan.

(3) Peta Wilayah Desa Batu Berian sebagaimana tencantum

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan ini.



Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 3t DeserUber 2frtg
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DAERAH

, KABUPATEN NATUNA,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
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Lampiran Peraturan Daerah
Kabupaten Natuna '

Nomorf$Tahun 2019

PETA DESA BATU BERIAN
Kode Wilayah : 21.03.05.2005
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Sistem Proyeksi : ........,...,.......................... Tranverse Mercator

SistemGrid :.......................................GridGeografidanGridUniversalTransverseMermtorZona49N

Datum Horizontal : .......... ......... ............. SRGI 2013

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
Jl. Batu Sisir - Bukit Arai, Ranai - Natuna 29783, lndonqia.
O Copyright 2018, All Rights Reserved.

KEIERANGAN

SAIAS WLAYAH

I
ks NegaB

Sumber Dab dan RiwayatPeb . BalasWiiayahAdminishsjTahun m16,

Pusat Pemeban Babs Wayah

" Data Digital Peta Rupa Bumi lndon$ia Skala 1 : 50.000

Badan lnfomasi G6osp6ial: Tahun Laurching 2016

' Dala Cilra Tegek Satelil Reelusi Inggi. orthosistemalis Talun : 2016

' Data Cih BasemapkcGls 10.2

- Data Cilra Salelii Google Eadh sebagai pengidenlifrkasi objek lapangan.

1 . Sumber dala yang digunakan unluk mengidentifikasi obyek yang dijadikan sebagai babs des pada cilra

satelil adaleh sbagai beikut:

a- Cifa Pleiades

b. Cita Digibl Globe

c. Cilra G@gie (untrk ke@matan s@n dan smsn timu,

2. Sumber dala betupa dh salelit harus menggunakan data cilra dili BlG, LAPAN, alau Pemednlah Daerah

yangdikoodinaikan d€ngan LAPAN. Untuksumberdala yangbelumteBedia (no 1 poin c) harusdi ambil

dan BIG alau LAPAN. Jikadala dasryangdimalcud belum tercedia, maka pemerinlah daeEh harus

berkoordinasi denqan [APAll unt k membeli data 1e6ebut.

3. Citra Satelitdi dalam Peb kerjayang dilandabngani oleh pihakdesdan k@mrlan belun dikehhui nilai

aku.sinya dikaronakan belum ada prcses gcp dan orthoGklifrkasi.

4. Sumbrdala dalam hntuk ch satelit harusdilakukan prcses pengambilan GCPdanorthomkttiikasi untuk

mendapatkan citra legak etelit resolusi tinggi (CTSRT).

5. Desk.ipsi garis baks, penanda batas, dan lnfomasi babsyang tetuang dalam berb acara dapal

digunakan sebagai da$r rekonsfuksi gails balas di CTSRT.

6. Selelah tersedia CTSRT lnfomsi garis balas, hponim, setu k@rdinat yang leqambar dalam peh dan
yang ieduang dalam bedta a@tr hatus disesuaikan dengan cira leebll (CTSRT).

7. Nilai luasan masing masig desa mepakan luasn indjkatif/ smenbra dan harus di hifung kembali setelah
poin m 6 tedaksna.
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